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TENTA}{G

RETRIBUSI PEMtrRIKSAAN DAN MEMBAWA HEWAN KELUAR MASUK DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,
tentang Retribusi Daerah pada Bab VI pasal 6 menyebutkan selain jenis
retribusi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini dengan
Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lain -

bahwa guna untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Aceh singkil, pemeriksaaan membawa hewan ternak keluar masuk daerah
Kabupaten Aceh Singkil perlu dipungut retribusi .

bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu
qanun.

Undang -undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang pembentukan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

undang *nndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintzrhan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lernbaran Negara
Nomor 3827 );
undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas {Indang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a048 ) ;

Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang ltetribusi Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ll9, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 4139 ) ;
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Dengan Persetujuan

,DEWAI\ PER\ilAKILAII RAICYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN MEMBAWA HEWAN
KELUAR MASUK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil .

(2) kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil .

(3) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta jajaran Perangkat Eksekutifirya.

(4) Dinas Peternakan adalah Dinas Petemakan Kabupaten Aceh Singkil '

(5) pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi' . 
dalrah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku .

(6) Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu

yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk

dikonsumsi masYarakat'

(7) Juru Periksa adalah Dokter Hewan atau Petugas Teknis yang ditunjuk

untuk memeriksa hewan .

(8) Hewan Potong adalah Hewan Ternak yang dipersiapkan untuk ditunjuk

untuk memeriksa hewan .

(9) Daging adalah scmua bagian dari hcwan yang dipotong tcrmasuk kulit,

tanduk, telapak kaki .

(10) Pcmcriksaan adalah pcnrcriksaatr tcrlradap kcsclratan hcwan yang akaul

dipotong dan sesudah dipotong yang dilakukan oleh tenaga ahli .

(11) Pemeriksaan Daging adalah Pemcriksaan tcrhadap daging yanq

dilakukan tenaga af,ti tait< yang berasal dari hewan yang dipotong di

daerah maupun daging yang dibawa dari luar daerah '

BAB II
KETENTUAN MEMBAWA HEWAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 2

(1) Setiap oftrng yang membawa hewan keluar masuk daerah harus
' 

dilen-ekapi denlan-surat keterangan membaw3 l:** keluar masuk

daerai -n-ang diklluartian oleh Bupati Aceh Singkil C/q Dinas Peternakan '



(2) Setiap orang yang membawa hewan hewan masuk ke daerah Kabupalen' ' 
Aceh Singkil-harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Daeratr asal

daerah ternak tersebut.

(3) Terhadap hewan ternak yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Singkil

dikenakan biaya pemeriksaan dan retribusi sesuai dengan Pasal 7 Bab IV
qanun ini.

(4) Terhadap hewan temak yang berasal dari pejbelian harus ada surat jual

beli hewan, sedangkan hewanyang berasal dari pemeliharaan harus

dilengkapi dengan surat keterangan dari I berasal atau dikeluarkan oleh

Kepala Desa dimana hewan tersebut berasal '

(5) Untuk memperoleh surat keterangan dimaksud harus membayar

uangleges.

(6) Pengutipan uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) Pasal ini
' - 

dilalukan oleh petugas yang ditunjuk dan hasilnya harus disetor ke Kas

Daerah KabuPaten Aceh Singkil.

BAB III
PEMERIKSAAN HEWAN POTONG DAN DAGING

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan menyembelih / rnemotong hewan harus
' ' 

^"-!.iksa 
terlebih dahulu hewannya pada Dinas Peternakan atau Tenaga

Ahli yang ditunjuk .

(2) Pemeriksaan dilakukan setelah pemilik iztn pemotong hewan

memperlihatkan surat jual beli hewan yang sah atau surat keterangan

pemiiit hewan y*g dit 
"luarkan 

oleh Kepala Desa setempat apabila

ir"** tersebut blrasal dari kepunyaan sendiri yang dipelihara sejak kecil

atau bukan daripembelian dan hibah .

(3) Setelah hewan tersebut dipelihara dan ternyata sehat untuk dipotong,

maka tenaga ahli dapat mengeluarkan surat keterangan pemerikasan

hewan.

Pasal 4

(l) Jika menurut pemeriksaan tenaga ahli ,hewan tersebut menderita penyakit,

maka tenaga ahli segera menolak hewan ternak tersebut untuk dipotong'

(2) Sebagai tanda hewan dinyatakan sehat baik dan boleh dipotong menurut
' 

tenag-a ahli , maka hewan tersebut dapat diberi tanda Capbakat segi tiga

huruf G pada hewan tcrsebut-

Pasal 5

(l) Daging hewan yang telah dipotong harus diperiksa oleh tenaga ahli,' ' 
upuuitu dianggap p"il,r t"truga ahli berwenang untuk melakukan irisan-

irisan pada aaging atau bagian anggota badan lainnya dari hewan yang

dipotong.

(2) Bagian daging yang telah diperiksa dan ternyata sehat dan baik, diberi

tanda dengan .up y*g bentuk dan warna tintanya tidak mengandugn

racun dan ditetapkan olch Dinas Pertcrnalian '

,31 Dmging atzu hagian daging;;ang tidak sehat h'arus dim'.rsnalJian-



(4) Dilarang menjual daging yang tidak memakai tanda cap sebagaimana

dimaksud ayat (2) Pasal ini ,kecuali pada hari memotong ( meugang ) dan

tempat - tempat tertentu yangbelum memungkinkan untuk diperiksa oleh
tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau'hal - hal yang luar biasa seperti hewan patah,

luka dan sebagainya pemotongan dapat dilakukan dengan ketentuan harus

segera diberitahukan kepada tenaga ahli untuk dilakukan pemeriksaan daging
hewan yang dipotong tersebut.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

l. Atas pemeriksaan hewan dan membawa hewan keluar masuk daerah

dikenakan pungutan sebagai berikut :

Biaya pemeriksaan ( keur ) untuk :

Usaha : Kerbau dan Kuda Per ekor

Sapi Per ckor

Babi Per ekor

Kambing / Domba Per ekor

Hajad : Sapi, kerbau dan kuda Per ekor

Babi Per ekor

Kambing / Domba Per ekor

Rp 5.000,-

Rp 5.000,-

Rp 10.000,-

Rp 3.000,-

Rp 2.500,-

Rp 7.500,-

Rp 1.500,-

Upacara keagamaan dibebaskan.

2. Hewan yang sudah dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk
usaha atau bukan, dikenakan biaya pemeriksaan sebagai berikut :

Biayapemeriksaan hewan untuk :

Sapi, kerbau dan Kuda per Ekor

Babi Per ekor

Kambing, Domba per Ekor

Rp 15.000,-

Rp 25.000,-

Rp 7.500,-

Rp 2A{.r

Rp 3.000,-

Rp 7.500,-

Rp 1.500,-

3. Setiap surat keterangan membawa hewan keluar masuk daerah dikenakan
pungutan :

- Sapi,kerbau Jantan Per ekor

- Sapi, kerbau Betina produktif per ekor

- Kambing / Domba Per ekor

- -{r,am trtik Per ekor



_ Kulit basah pcr Kg
- Daging Segar pcr Kg
- Daging kenng per Kg

Pasal g

Penerimaan scbagai mana tcrscbut
merupakan pcncrinraan dacrah Ar" OiSingkil.

llly pasat 7, eanun ini adatahsctor kc kas dacrah foUrput.n il'Jll

Rp

Itp

Rp

100,-

1.000,-

1.500,-

(l)

(2)

BAB V
I(ETBNT[JAN PIDANA

pasal 9

Tindak pidana sebagai mana yang di maksud pada ayat (r) pasar iniadalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

pasal 10

ng bertugas menyidik tindak pidana
ak pidana sebagairnana di maksud
i lakukan olch pejabat penyidik

yans pengangkatannya di . tetaplilfi*"i'Sil",pcmerintah?.iffi1
perundang-undan gan yang berl ak u.

Dalam rnelakukan tugas penyidikan para pejabat penyidik pegawai
Negeri sipil sebagaimana diniaksucr poa" oyoilry poroirini bcrwcnang

a' Menerima laporan atau pengaduan dari sescorang tentang adanya
tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian
serta melakukan pemeriksaan.

c. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

d' Memanggil scseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai
tersangka atau saksi.

e' Mendatangkan.tenaga ahri yang di perrukan daram hubungannya
dengan pemeriksaan.

(l)

(2)



t'. Menghentikan pcnyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik ufftul1 bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tcrscbut bukan mcrupakan tindak pidana dan sclanjutnya mclalui

pcnyidik umum nremberilahukan hal tersebut kepada penuntut

urrutll,tcrsangka atau kcIuarganya .

BAI} VII
KDTENTUAN PtrNUTUP

(1) Ilal-hal lain yang belun di atur dalanr Qanun ini sepanjang rnengenai

pcraturan pclaksanaannya akan di atur lcbih lanjut dcngan

nrcmperhatikan ketcntuan - ketcntuan yang berlaku.

(2) Dcngan berlakunya Qanun ini maka semua pcraturan yang

bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanqqal : 2 Juli 2003

BUPATI ACBII SINGKIL

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
pada tanggal 8 Juli tahun 2003 Seri B Nomor 2 Tahun 2003

/


